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BAB 6 

SARAN 

 
 Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja 

Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 26 adalah sebagai 

berikut:  

1. Sebelum melaksanakan PKPA, hendaknya calon apoteker 

membekali diri dengan ilmu pengetahuan praktis yang 

berhubungan dengan pelayanan kefarmasian, undang-

undang kefarmasian, istilah-istilah kefarmasian serta 

manajemen apotek sehingga calon apoteker lebih siap 

dalam melaksanakan PKPA di apotek dengan 

mengaplikasikan ilmu tersebut secara efektif dan efisien.  

2. Mahasiswa calon apoteker perlu meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi sehingga dapat memberikan informasi 

kepada pasien dengan baik, serta membekali diri dengan 

pengetahuan yang cukup mengenai obat-obatan agar dapat 

memberikan pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi 

(KIE) kepada masyarakat dengan benar dan jelas.  

3. Mahasiswa calon apoteker hendaknya meningkatkan 

ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, 

sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dalam 

pemberian obat kepada pasien.  

4. Mahasiswa calon apoteker hendaknya berperan aktif dalam 

melaksanakan semua kegiatan PKPA untuk melihat 

gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan 

kefarmasian di apotek sehingga dapat menambah wawasan, 

pengetahuan dan keterampilan dalam pelayanan dan 
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pengelolaan apotek, untuk mempersiapkan calon apoteker 

dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang 

profesional.  
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